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Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

1958 tentang 
dalam Wilayah 

BUPATI LOMBOK TIMUR, ... 
a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang 
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 
Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya 
Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
Milik Pemerintah, maka Peraturan Bupati yang mengatur 
Jaminan Kesehatan Nasional perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lombok Timur 
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan 
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 
Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya 
Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 
Pemerintah Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Kadis/Kabag Pcngolah 
KabagHukum 
Asistcn/1/1 I/I I I 

PARAF KOORDINASI 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR 12 
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA 

KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK JASA PELAYANAN 
KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PADA FASILITAS 

KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH _ 

BUPATI LOMBOK TIMUR 
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR 
NOMOR \}. TAHUN 2016 , 

TENTANG 
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4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144) Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 
28 Tahun 2016 ten tang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 255); 

7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 874); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan 
Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 761); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur 
Nomor 2), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10); 
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Pasal 11 

(1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan 
seluruhnya untuk: 
a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan ..... 
b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Timur 
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan 
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk 
J asa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Bia ya Operasional 
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014 
Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Lombok Timur Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya 
Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur 
Tahun 2014 Nomor 32) diubah sebagai berikut: .., 

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi 
sebagai berikut : " 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN 
PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN 
NASIONAL UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN 
DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PADA FASILITAS 
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH 
DAERAH ., 

MEMUTUSKAN: 

11. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana 
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan 
Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014 Nomor 12) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok 
Timur Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan 
Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014 Nomor 32); ;, 

Menetapkan 
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(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa 
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran 
jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan 
tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan 
pada FKTP. 

(2) Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai 
Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja, dan Pegawai tidak tetap, yang ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga 
kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana 
dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan 
mempertimbangkan variabel: 
a. jenis ketenagaan dan/ a tau jabatan; 
b. kehadiran. 

(4) Variabel jenis ketenagaan dan/ atau jabatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinilai 
sebagai berikut: 
a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh); r 

Pasal 12 

(2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk 
tiap FKTP ctitetapkan paling sedikit 60% (enam puluh 
perseratus) dari penerimaan Dana Kapitasi . ..,, 

(3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional 
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana 
Kapitasi dikurangi dengan besaran alokasi untuk 
pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). "' 

(4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan 
Bupati atas usulan Kepala Dinas dengan 
mempertimbangkan: "' 
a. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah 

Daerah; ., 
b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam 

rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan 
kesehatan; dan 

c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis 
habis pakai. " 

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai 
berikut: 
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b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan 
(Ners), diberi nilai 100 (seratus); , 

c. tenaga kesehatan paling rendah Sl/D4, diberi nilai 
80 ( delapan puluh); 

d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh); .. 
e. tenaga non kesehatan paling rendah D3 atau 

asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima 
puluh); dan 

f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 
(dua puluh lima). / 

(5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang 
merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai 
berikut: 
a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang 

merangkap tugas sebagai Kepala FKTP; .., 
b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang 

merangkap tugas sebagai Bendahara Dana 
Kapitasi JKN; dan " 

c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang 
merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau 
penanggung jawab penatausahaan keuangan. . 

(6) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang 
merangkap tugas sebagai penanggung jawab program 
atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) 
untuk setiap program atau yang setara. .. 

(7) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
yang memiliki masa kerja: 
a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, 

diberi tambahan nilai 5 (lima); ' 
b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) 

tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh); - 
c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua 

puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima 
belas); 

d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua 
puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua 
puluh); dan - 

e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi 
tambahan nilai 25 (dua puluh lima). 

(8) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf b dinilai sebagai berikut: , 
a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per 

hari;dan 
b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya 

yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, 
dikurangi 1 ( satu) poin. 
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meliputi: 
a. belanja barang operasional, terdiri atas : 

1. pelayanan kesehatan dalam gedung; 
2. pelayanan kesehatan luar gedung; 
3. operasional dan pemeliharaan kendaraan 

puskesmas keliling; 
4. bahan cetak a tau alat tulis kantor; 
5. administrasi, koordinasi program, dan sistem 

informasi; 
6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; 

dan/atau 
7. pemeliharaan sarana dan prasarana. 

b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang 
pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(1) untuk dukungan biaya 
kesehatan sebagaimana 

11 ayat (3) dimanfaatkan 

Alokasi Dana Kapitasi 
operasional pelayanan 
dimaksud dalam Pasal 
untuk: 
a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis 

pakai; dan 
b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya. 

(2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

Pasal 13 

(11) Pengaturan lebih lanjut mengenai variabel daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dengan 
keputusan Kepala Dinas. 

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai 
berikut: 

Keterangan : 
Persentase kehadiran = jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan 
dikalikan 100% 

Total Jumlah Seluruh Poin 

Jumlah 
DanaJasa 
Pelayanan 

+ 

Persentase 
Kehadiran 

Variabel 
Dae rah 

Tanggung 
jawab 

program yang 
dipegang 

Rangkap 
TugasAdm + 

Masa 
Kerja + 

Jenis 
Ketenagaan 

(9) Ketidakhadiran akibat sakit dan/ atau penugasan 
kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 
3 (tiga) hari kerja tetap cliberikan nilai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8) huruf a. 

(10) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing- 
masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan 
dihitung dengan menggunakan formula sebagai 
berikut: 
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Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13A harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan 
belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana 
Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. • 

Pasal 13B 

( 1) Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan 
seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa Dana 
Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya 

(2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya 
operasional pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya 
hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya 
operasional pelayanan kesehatan. , 

(3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan 
maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk jasa 
pelayanan. " 

Pasal 13A 

(3) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis 
ha bis pakai dan pengadaan barang/ jasa yang terkait 
dengan duk:ungan biaya operasional pelayanan 
kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh Dinas 
Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan . ., 

(4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan 
oleh pemerintah dan pemerintah daerah. ...- 

(5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
berpedoman pada formularium nasional. "' 

(6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang 
dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium 
nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat 
menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, 
obat herbal berstandar dan fitofarmaka secara 
terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas. ~ 

(7) Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya 
operasional pelayanan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. · 

4. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB 
VA yang terdiri dari 2 (dua) Pasal yakni Pasal 13A dan pasal 13B 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BAB VA 
PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI 
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Kadis/Kabag Pcngolah 
Kabag Hukum 
Asistcn/1/11/111 

PARAF KOORDINASI 

ROHMAN RLY 
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016 NOMOR t; 

Diundangkan di Selong 
pada tanggal (? jv 'vl , 7-() ~ 

SEKRETARIS DAERAH ' 
KABUPATEN LOMBOK TIMUR, 

faocH. ALI BIN DACHLAN 

Ditetapkan di Selong " 
pada tanggal ~} u~ to b 
BUPATI LOMBOK TIMUR, ,if 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Lombok Timur. r 

Pasal II 


